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Abstract 

Studies on disasters in the recent decade tend to shift from problems and management to human 
and community approaches. This paper aims to describe disaster management from sociological 
perspective. It discusses various understandings, responses as well as the management patterns 
of local communities and other actors (organizations), who mostly experience contestations on 
the disaster management. Disaster management offers multidisciplinary approach combining 
concepts, conclusions, and analysis of sociology, public administration and other disciplines. 
Disasters are mostly related with individual’s or community’s knowledges as well as their 
strategies to cope with the hazards. Planning and preparedness activities to manage the 
disasters are more sustainable learning processes rather than end goals. Sociological 
perspective is not only knowledge, but also a mutual understanding process to arrange 
programs, priorities and strategies to cope with the hazards. The disaster management strategy 
incorporating human and communities are more effective; therefore, it should be embedded to 
their daily lives.  
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Abstrak 

Kajian tentang bencana dalam dekade terakhir menunjukkan terjadinya perubahan orientasi, 
yang semula lebih banyak membahas masalah teknis tentang kejadian yang memicu bencana dan 
penanganan korban bencana menjadi pendekatan yang menekankan pada pendekatan manusia 
dan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan uraian perspektif sosiologis tentang  
pengelolaan bencana, yang membahas keragaman pemahaman, tanggapan dan pola  masyarakat 
lokal menghadapi bencana dan pemahaman, tanggapan dan pola aktor atau organisasi eksternal 
dalam menghadapi, yang seringkali berkontestasi untuk dijadikan rujukan dalam pengelolaan 
bencana. Pengelolaan bencana merupakan pendekatan multidisiplin antara konsep, simpulan dan 
analisis dari sosiologi, administrasi publik dan berbagai disiplin ilmu lain. Dalam berbagai  
kejadian, bencana berkaitan dengan bagaimana pola pengetahuan individu atau masyarakat 
terhadap suatu ancaman bencana dan bagaimana pola mereka dalam menghadapi ancaman 
tersebut. Kegiatan perencanaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan proses 
belajar yang berkelanjutan menghadapi suatu ancaman, bukan tujuan yang ada akhirnya. 
Perspektif sosiologis bukan hanya sekedar pengetahuan, namun suatu proses saling memahami 
antarpihak terkait dalam menyusun kegiatan program, prioritas dan strategi implementasi 
pengelolaan suatu ancamanan berncana secara berkelanjutan. Jika strategi pengelolaan bencana 
menjadi acuan dalam tanggapan perilaku manusia atau kelompok sosial dalam menghadapi 
suatu ancaman bencana menjadi lebih efektif, maka strategi tersebut perlu dikembangkan dan 
diterapkan menjadi bagian hidup manusia atau kelompok yang mengalami suatu ancaman 
bencana dalam kehidupan sehari-hari. 

Kata kunci: ancaman, bencana, sosiologis, kontestasi, respon 

 
Pendahuluan 

Dalam beberapa tahun belakangan ini, 
kejadian yang disebabkan oleh alam maupun 
nonalam yang memicu terjadinya bencana 
menunjukkan peningkatan, baik dalam karakteristik 
maupun tingkat risikonya, terutama di negara-
negara berkembang (Twig & Batt, 1998).  
Meningkatnya kerusakan lingkungan akibat 

peningkatan kegiatan eksploitasi manusia atas 
alam menjadi pemicu peningkatan risiko 
terjadinya bencana. Tingkat kerusakan lingkungan 
menjadi salah satu faktor penting yang 
berpengaruh pada tinggi rendahnya risiko 
bencana di suatu kawasan, terutama di negara 
kepulauan seperti Indonesia. Menurut laporan 
World Risk Report 2012, dari tahun 2002 hingga 
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2011 telah terjadi 4.130 bencana di seluruh dunia 
yang mengakibatkan lebih dari 1 juta orang 
meningggal dan kerugian material yang mencapai 
US$ 1,195 triliun.  

Beck (1998) merumuskan telah terjadinya 
pergeseran peradaban first modernity ke second 
modernity, yang mengakibatkan peningkatan risk 
society, yaitu adanya pergeseran masyarakat 
industri ke masyarakat modern akhir (late 
modern society). Pergeseran tersebut ditandai 
dengan pemahaman masyarakat tentang bencana, 
yaitu bencana yang disebabkan oleh kegiatan 
manusia yang tidak diperhitungkan dan diketahui 
dampak bencananya yang dapat memicu 
terjadinya krisis yang semakin besar. Menurut 
Giddens (1990) modernitas merupakan kultur 
berisiko; pada satu sisi mengurangi risiko suatu 
bidang dan kebutuhan tertentu hidup manusia, 
tetapi pada waktu bersamaan memunculkan 
bentuk risiko baru yang sebagian besar belum 
dikenal dalam masa sebelumnya.  

Kajian tentang bencana dalam dekade 
terakhir menunjukkan terjadinya perubahan 
orientasi, yang semula lebih banyak membahas 
masalah teknis tentang kejadian yang memicu 
bencana dan penanganan korban bencana 
menjadi pendekatan yang menekankan pada 
pendekatan manusia dan masyarakat. Hal ini 
memunculkan usulan pengelolaan bencana 
dalam pengembangan masyarakat secara terpadu 
(Twig & Batt, 1998; Shaw & Okazaki, 2003). 
Maskrey (1989) juga menyatakan bahwa 
pengelolaan bencana seharusnya tidak diatasi 
dengan pendekatan fisik yang bersifat sesaat 
saja, tetapi dilakukan juga sesuai dengan 
kehidupan sosio-ekonomi masyarakat lokal yang 
rawan dan terkena dampak bencana yang 
dilakukan secara berkelanjutan. 

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan 
uraian perspektif sosiologis tentang pengelolaan 
bencana, yang membahas keragaman pemahaman, 
tanggapan dan pola masyarakat lokal menghadapi 
bencana dan pemahaman, serta tanggapan dan 
pola aktor atau organisasi eksternal dalam 
menghadapi bencana, yang seringkali berkontestasi 
untuk dijadikan rujukan dalam pengelolaan 
bencana.  
 
Teori Bencana Perspektif Sosiologis 

Studi tentang bencana bisa dilakukan 
dari berbagai disiplin ilmu, antara lain geografis, 
antropologi, teknik, kesehatan, studi pembangunan, 
maupun sosiologi. Pendekatan geografis (dikembangkan 

oleh Barrows, 1923 dan White, 1945) melakukan 
studi terhadap adaptasi ekologi manusia pada 
lingkungan terutama pada distribusi dampak 
ancaman pada “spatio-temporal”, kerentanan 
(vulnerability) dan pilihan- pilihan penyesuaian 
manusia pada ancaman alam. Pendekatan 
antropologis (Oliver-Smith, 1979 dan 1986; 
Hansen & Oliver-Smith, 1982) menekankan 
pengaruh bencana dalam evolusi sosio-ekonomi 
suatu populasi. Para antropolog berusaha 
menjelaskan mengapa komunitas di dunia ketiga 
gagal untuk menyediakan kebutuhan dasar 
mereka untuk bertahan hidup. Selain itu, mereka 
juga mendiskusikan marginalization syndrome 
penyebab “pemiskinan” kelompok rentan di 
negara-negara dunia ketiga. Oliver-Smith (1996) 
mengembangkan tiga tema umum dalam riset 
antropologi dalam bencana: respon perilaku, 
perubahan sosial, serta ekonomi/ politik lingkungan. 
Oliver-Smith berpendapat bahwa bencana di 
negara sedang berkembang terjadi di penghubung 
masyarakat, teknologi dan lingkungan, serta 
hasil interaksi antara hal-hal tersebut. 

Dari aspek teknis (Bolt, et al., 1977; El-
Sabh dan Murty, 1988) menitikberatkan pada 
geofisik bencana, antara lain aspek seismologi 
geomorfologi, volkanologi, hidrologi, bangunan, 
dan aspek teknis lainnya, serta mencari solusi 
teknis dalam menghadapi bencana dan 
dampaknya. Pendekatan studi pembangunan 
(Davis, 1978; Knott, 1987) mendiskusikan 
permasalahan distribusi bantuan dan relief ke 
negara dunia ketiga dan menitikberatkan pada 
manajemen pengungsi, pelayanan logistik, 
kesehatan, dan mengurangi kelaparan. Pendekatan 
medis dan epidemiologi (Beinin, 1985) 
menitikberatkan pada manajemen kecelakaan 
masal, termasuk perawatan trauma fisik dan 
psikis serta penyakit-penyakit lain yang terjadi 
setelah bencana. Pendekatan sosiologis (Drabek, 
1986) mendiskusikan kerentanan dan dampak 
bencana pada pola perilaku manusia dan 
pengaruhnya atas fungsi struktur masyarakat dan 
organisasi.   

Pada saat terjadi peristiwa bencana, ahli 
sosiologi akan bertanya “bagaimana manusia 
atau kelompok manusia tersebut memberikan 
tanggapan atas suatu kejadian bencana?” Studi 
Sosiologi tentang bencana dimulai oleh Prince’s 
(1920) tentang tabrakan dua kapal di Pelabuhan 
Halifax pada 6 December 1917. Peristiwa 
tersebut merupakan peristiwa kunci agenda riset 
sosiologis tentang bencana. Secara epistemologis, 
semua peristiwa bencana merupakan peristiwa 
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sejarah yang unik. Analisis komparatif dapat 
dilakukan untuk merumuskan bagian-bagian 
umum pola perilaku individu dan unit sosial 
mereka, mulai dari keluarga, organisasi, sampai 
komunitas (Kreps 1984; Drabek 1986). Drabek 
(1996b, 2004) mengembangkan bahan yang 
memberikan fokus pada dimensi sosial dari 
bencana, sejumlah hasil studi pascabencana, 
kesiapsiagaan dan mitigasi, penyebab bencana, 
serta sejumlah assessment pascabencana, termasuk 
studi tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana 
(Quarantelli 1984; Enarson et al. 2003). 

Dalam perspektif sosiologis, bencana 
seringkali dipahami berdasarkan persepsi manusia 
atau masyarakat, dan atas apa yang mereka 
rasakan terkait pengalaman emosional pada 
kejadian-kejadian yang dapat mengancam 
kelangsungan hidup mereka. Bencana merupakan 
salah satu bagian definisi yang disusun dalam 
suatu konteks sosial budaya hidup masyarakat 
yang mengalami bencana. Oleh karena itu, 
menurut Sjoberg (1962), dalam upaya untuk 
mengumpulkan data dan melakukan analisis data 
dalam suatu kegiatan penelitian untuk mendapatkan 
kesimpulan tentang apa itu bencana, pemahaman 
tentang pola kehidupan masyarakat di masa lalu 
seharusnya tidak diabaikan. Pengabaian akan 
konteks tersebut akan mengakibatkan data-data 
yang dikumpulkan akan cenderung hilang dari 
penelitian jika objek yang diuji terlalu kompleks 
bagi peneliti, sehingga menurut Britton (1988) 
hasil-hasil riset tergantung pada bagaimana 
manusia sebagai subjek melihat suatu keberadaan 
atau kejadian.   

Menurut Sjober, (1962: 338) studi 
tentang bencana difokuskan pada perilaku 
individu dan kelompok dalam kondisi tekanan 
(stress). Oliver-Smith (1999: 163) menjelaskan 
bahwa bencana merupakan suatu periode ketika 
orang mengalami gejolak emosi yang campur 
aduk, antara kecemasan, ketakutan, teror, 
kehilangan, sedih, bersyukur, marah, frustasi, 
bebas, pasrah dalam semua bayang-bayang dan 
intensinya. Birkland (1996) juga menegaskan 
adanya kengerian manusia dari suatu bencana.  

Bahaya atau peristiwa yang berpotensi 
bencana (hazards) merupakan fenomena yang 
sama pentingnya dengan bencana untuk 
dipelajari dalam sosiologi bencana (Britton, 
1987), karena pada dasarnya setiap bahaya selalu 
mengandung risiko bencana (Kreps, 1995). Krep 
mendefinisikan bencana sebagai peristiwa 
nonperiodik di tengah masyarakat atau subsistem 

yang lebih besar (regional, global, dan lain-lain) 
yang menimbulkan gangguan sosial dan 
kerusakan fisik. Bencana mempunyai karakteristik 
umum antara lain: (1) Ada atau tidak adanya 
peringatan; (2) Intensitas efek destruktif yang 
ditimbulkan; (3) Cakupan efek destruktif tersebut; 
dan (4) Durasi dirasakannya efek destruktif 
(Kreps, 1995). 

Pemerintah sebagai pihak eksternal 
manusia atau masyarakat yang ikut terkena 
dampak atas bagaimana bencana didefinisikan 
dan dipandang oleh masyarakat. Dyer dan 
McGoodwin (1994), menyatakan pemerintah 
seringkali kurang memahami bagian-bagian 
tertentu dari masyarakat dalam memahami 
bencana sehingga kurang peka dan peduli pada 
kebutuhan-kebutuhan individual dan masyarakat 
dalam menghadapi bencana dari perspektif 
masyarakat. Hal itu menyebabkan beberapa 
otoritas pengambilan keputusan yang menentukan 
dampak dan memberikan tanggapan terhadap 
bencana cenderung mengabaikan perspektif 
masyarakat, sehingga tanggapan yang dilakukan 
menjadi tidak tepat dalam menjawab permasalahan 
masyarakat.  

Namun demikian, pemerintah tidak 
selalu harus bertanggung jawab atas semua 
dampak atas semua kejadian yang membawa 
pada suatu bencana. Menurut Stallings (1991), 
dampak bencana yang dialami berbeda-beda 
menurut kelas-kelas sosial. Seringkali masyarakat 
gagal melihat isu-isu yang ada sebelum peristiwa 
terjadi. Masyarakat harus secara kritis mengenali 
sifat bencana, kemudian bertindak sesuai dengan 
sistem sosial ketika risiko ditempatkan dalam 
hubungannya satu dengan yang lain, lingkungan 
mereka, hubungan timbal balik yang dapat 
dipahami sebagai kerentanan individu, rumah 
tangga, komunitas atau masyarakat.    

Suatu kejadian bencana ditandai dengan 
terjadinya kerusakan pola sosial dan ekonomi 
komunitas yang normal ada sebelumnya. Britton 
(1988: 375-376) juga menunjukan bahwa krisis 
sama dengan bencana dan bencana dari perspektif 
sosiologis merupakan kejadian melebihi semua 
kejadian krisis sosial yang menyebabkan 
kerusakan dan dislokasi komunitas secara 
maksimum. Stallings (1991) juga menjelaskan 
bahwa bencana mempunyai konsekuensi fungsional 
dan disfungsional. Namun, siapa yang menentukan 
ketika suatu kejadian dinamakan bencana? 
Hoffman (1999) menjelaskan bahwa pandangan 
dari luar komunitas dalam melihat bencana tidak 
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terpengaruh oleh hal tersebut. Sesuatu mungkin 
tampaknya normal, atau kembali ke normal, 
pascabencana. Shelton (1984) menjelaskan 
hambatan lain untuk mendefinisikan bencana 
kemudian menjadi studi perilaku individu dalam 
masyarakat. Ada kecenderungan bagi ilmuwan 
sosial menjadi bias dan mengikuti rasionalitas 
pandangan serta tujuan mereka (Shelton, 1984: 
56). Selain itu juga terdapat masalah dalam 
perintah dan kendali pada sistem kehidupan 
manusia, seperti yang disampaikan oleh Fischer 
(2001) bahwa anggota masyarakat yang terkena 
bencana seringkali menolak upaya-upaya untuk 
memerintah atau mengendalikan mereka.  

Media merupakan salah satu pihak yang 
ikut juga berpengaruh dalam bencana. Pemberitaan 
tidak hanya menyangkut bagaimana kejadian 
atau bencana digambarkan pada saat kejadian, 
tetapi juga mempengaruhi bagaimana kejadian 
tersebut akan diingat. Mereka dapat membingkai 
kejadian dalam suatu pertunjukan (fashion) 
kemudian menitikberatkan kembali kesalahan 
yang diakhiri dengan memunculkan “kambing 
hitam” atas suatu kejadian. Media juga 
mempunyai cara untuk mempengaruhi perhatian 
setiap orang pada “seberapa buruk suatu 
kejadian” melalui wawancara langsung dengan 
orang yang terkena dampak langsung bencana. 
Media kemudian menyimpulkan seberapa buruk 
kejadian tersebut. Media juga dapat membuat 
bencana kelihatan berdampak pada suatu daerah 
saja dan bukan pada daerah yang lain. Button 
juga melihat media dapat membingkai bencana 
berdampak buruk pada lingkungan, mengabaikan 
dampaknya atas manusia dan kesehatan yang 
terkena dampak bencana (Button, 1999).     
 
Kontestasi Pandangan tentang Bencana 

Setiap manusia atau kelompok masyarakat 
mempunyai pengetahuan dan cara untuk 
menghadapi lingkungan demi kelangsungan 
hidupnya. Pengetahuan dan cara ini dikenal 
sebagai “wisdom to cope with the local events” 
atau sering disebut dengan istilah “local 
wisdom”. Sebagai contoh, di masyarakat 
Simeulue dikenal local wisdom yang disebut 
smong, yaitu suatu pengetahuan yang diwariskan 
secara turun-temurun dari generasi ke generasi 
untuk bertindak bila masyarakat menghadapi 
bencana tsunami. Mekanisme dalam menghadapi 
kejadian (coping mechanism) terbentuk dan lahir 
dari pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan 
pemaknaan terhadap setiap kejadian, fenomena, 
harapan, dan masalah yang terjadi disekitarnya. 

Mekanisme tersebut diteruskan lewat proses 
sosialisasi dari generasi ke generasi dan dalam 
pelaksanaannya tergantung pada kadar kualitas 
pemahaman dan implikasinya dalam kehidupan 
mereka.  

Sementara itu, berbagai pihak yang lain 
juga memiliki pengetahuan dan pemaknaan yang 
berbeda terhadap suatu kejadian atau fenomena 
yang dihadapi oleh suatu masyarakat lokal. Hal 
ini juga terbentuk dari proses panjang dan 
berkaitan dengan berbagai faktor, seperti sistem 
pengetahuan yang digunakan, pengalaman, 
kepentingan, posisi sosial, dan sebagainya.  Oleh 
karena itu, tidak mengherankan jika seringkali 
terjadi kontestasi pengetahuan dan pemaknaan 
atas suatu kejadian bencana antara masyarakat 
lokal dengan pihak luar seperti pemerintah, 
akademisi, swasta, maupun LSM. Steven 
Seidman (1998) menyatakan bahwa pengetahuan 
dalam budaya postmodern secara terus menerus 
akan terjadi kontestasi dalam menilai suatu 
kejadian. Oleh karena itu, kontestasi pengetahuan 
dan pemaknaan merupakan bagian dari 
kehidupan masyarakat itu sendiri, terlepas 
apakah masyarakat tersebut dikategorikan sebagai 
postmodern atau tidak.  

Akhir-akhir ini, berkembang perhatian 
tentang peran pengetahuan lokal dalam upaya 
pengurangan risiko bencana (Jigyasu, 2002; 
Howell 2003; Cronin, et al., 2004; Dekens, 2007; 
Mercer, et al., 2009). Mercer, et al., (2009) 
mendefinisikan pengetahuan lokal sebagai 
seperangkat pengetahuan yang ada dan diyakini 
masyarakat lokal dalam suatu jangka waktu 
tertentu melalui akumulasi pengalaman, relasi 
masyarakat dengan alam, praktik dan institusi 
masyarakat yang diteruskan antar generasi (lihat 
juga Brokensha, et al., 1980; Sillitoe, 2000). 

Pengetahuan modern dan pengetahuan 
lokal seringkali terlibat dalam hubungan 
kekuasaan (Wisner, 1995; Dekens, 2007). Ilmu 
pengetahuan modern seringkali menjadi acuan 
dominan dalam kehidupan masyarakat modern 
dan menyingkirkan pengetahuan lokal (Shaw, et al., 
2006). Oleh karena itu, seringkali pengetahuan 
lokal diabaikan dalam upaya pengurangan risiko 
bencana (Dekens, 2007). Konflik kepentingan 
dalam dan di antara kelompok pelaku dan 
kurangnya kemauan politik memberikan 
sumbangan pada pengabaian pengetahuan lokal 
dalam pengurangan risiko bencana (Wisner, 
1995; White, et al., 2001). Namun demikian, 
semakin meningkatnya kesadaran pengurangan 
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risiko bencana dan kerentanan menghadapi 
ancaman bencana, mulai dikembangkan upaya 
untuk membangun hubungan baru dan 
berkelanjutan berdasarkan kekuatan masing-
masing pengetahuan (Agrawal, 1995; Wisner, 
1995; Mercer, et al., 2009). 

Pada hakikatnya seluruh pengetahuan 
bersifat dinamis, terus berubah, berkembang, dan 
beradaptasi karena respon masyarakat pada 
perubahan lingkungannya. Selama bertahun-tahun 
masyarakat lokal telah memberikan tanggapan 
pada lingkungan mereka dan menyesuaikan pada 
perubahan yang terjadi di sekitarnya dengan 
menggunakan baik ilmu pengetahuan modern 
maupun pengetahuan lokal (Agrawal, 1995). 
Interaksi antara pengetahuan modern dan 
pengetahuan lokal bukanlah sesuatu yang baru. 
Namun demikian, dalam banyak kejadian 
interaksi kontestasi ini dapat membingungkan 
dan memperburuk kerentanan komunitas lokal 
menghadapi ancaman lingkungan dan menjadi 
pertimbangan yang tidak memadai untuk 
mengintegrasikan antara pengetahuan modern 
dan pengetahuan lokal secara efektif dalam 
pengurangan risiko bencana (Dekens, 2007; 
Mercer, et al., 2009). Padahal melalui identifikasi 
kekuatan masing-masing dasar pengetahuan dan 
mengintegrasikannya akan dapat memperkuat 
masyarakat lokal dalam mempersiapkan dan 
upaya mitigasi menghadapi ancaman bencana. 
Kontestasi dalam tulisan ini dipahami sebagai 
bentuk untuk menggambarkan hubungan persaingan 
dan perjuangan dalam hubungan atau interaksi di 
mana nantinya akan muncul “pemenang” yang 
akan menjadi rujukan utama dalam tatanan 
masyarakat, sedangkan yang “kalah” akan 
terpinggirkan bahkan hilang. 

Sebagai contoh pada bencana letusan 
Gunung Merapi, local coping mechanism 
terhadap kondisi alam ini, termasuk bencana 
meletusnya gunung tersebut, telah berlangsung 
selama bertahun-tahun di kalangan masyarakat 
Jawa yang berada di sekitarnya (Singgih, 2006: 
254-255). Sindhunata (1998) mendeskripsikan 
bagaimana penduduk memahami dan berusaha 
merespon fenomena Gunung Merapi. Bagi 
masyarakat lokal di sekitar Gunung Merapi, 
“Mbah Merapi” menampakan dua sisi yang 
kontradiksi; pada satu sisi, letusan Gunung 
Merapi dimaknai sebagai ancaman yang dapat 
mematikan atau menuntut korban manusia, tetapi 
di sisi lain ia memberikan kesuburan dan 
kehidupan bagi manusia yang tinggal di 
sekitarnya. Pada waktu masyarakat mendapatkan 

ancaman dan musibah dari “Mbah Merapi”, pada 
umumnya mereka berpandangan bahwa “sakersanipun 
Gusti, kaula nampi mawon” (Sindhunata, 1998). 
Pandangan ini menunjukkan bahwa eksistensi 
Gunung Merapi dan potensinya diterima dan 
dihayati dalam perspektif keseimbangan (dual 
dimensions). Di satu sisi Gunung Merapi dapat 
mengakibatkan bencana melalui letusan dan 
“wedus gembel” yang dapat menghancurkan, 
tetapi di sisi lain, Gunung Merapi menjadi berkah 
bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya 
berupa kesuburan tanah, material pasir hasil 
letusan, objek kegiatan wisata, dan sebagainya.  

Selanjutnya, menurut De Coster (2002), 
kepercayaan masyarakat pada Gunung Merapi 
merupakan percampuran antara kepercayaan 
animisme, Hindu, Buddha, dan pengaruh Islam. 
Mereka mempercayai bahwa kerugian aktual dan 
potensial yang terkait dengan letusan gunung 
berapi berada di bawah kendali kekuatan ilahi. 
Pemaknaan mereka tentang Gunung Merapi ini 
berkaitan dengan praktik kultus roh, pemujaan 
leluhur, penyembuhan semangat, dan bentuk 
shamanistic (dukunisme). Pengetahuan dan keyakinan 
dalam bentuk-bentuk mitos ini dikenal luas dan 
mendapat banyak dukungan rakyat, khususnya di 
daerah pedesaan (Triyoga, 1991; Schlehe, 1996;  
Schlehe, 2007; Dove, 2007; dan Dove, 2008). 

Letusan Gunung Merapi pada tahun 
1994 mendorong terjadinya revitalisasi terhadap 
pengaruh kepercayaan mistik tersebut dan 
mendorong pemerintah untuk melakukan upaya 
pemindahan penduduk ke tempat lebih jauh yang 
aman. Bagi penduduk desa yang tinggal di 
lereng Gunung Merapi maupun penduduk 
Yogyakarta, letusan bukanlah sebagai bencana. 
Letusan gunung Merapi dipahami sebagai 
peringatan dari dunia supranatural (Schlehe, 
1996). Akibat kepercayaan ini banyak orang 
yang tinggal dekat dengan sungai Boyong dan 
Gendol tidak merasa takut. Kegiatan rutin 
gunung berapi ini telah benar-benar terintegrasi 
dalam kehidupan sehari-hari, dan telah menjadi 
bagian informal bagi rakyat yang tinggal di situ. 
Gunung Merapi telah dipersonifikasikan sebagai 
“Mbah Merapi”; Mbah berarti kakek atau nenek, 
milik dunia manusia. Alih-alih dianggap sebagai 
sumber bahaya, gunung berapi diangap sebagai 
milik umum yang dihormati oleh semua 
penduduk desa. Istilah Jawa wedhus gembel 
(aliran piroklastik) dianggap sebagai kurang 
sopan bagi sebagian orang. Mereka melakukan 
“koreksi” dengan mengatakan bahwa Merapi 
sedang buang hajad. Dalam ekspresi bahasa 
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Indonesia, yaitu untuk membuang kotoran, 
seperti yang manusia lakukan. 

Di lereng Gunung Merapi, masyarakat 
lokal menaruh kepercayaan mereka pada tokoh 
informal yang menjadi Juru Kunci lokal1, Mbah 
Marijan. Selama letusan Merapi terakhir pada 
bulan April 2006, Mbah Marijan menolak untuk 
mengungsi meski ia mendukung evakuasi untuk 
orang lain. Ia berhubungan dengan roh leluhur 
sembilan (pepundhen) setelah tiga hari meditasi 
untuk meminta agar Gunung Merapi membatasi 
tingkat kerusakan. Juru Kunci ini hampir 80 
tahun terus menerus menerima pengunjung 
untuk mencari informasi tentang gunung di 
rumahnya yang berada di Dusun Kinahrejo, Desa 
Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan. Mbah 
Marijan ditunjuk oleh Sultan untuk melaksanakan 
“ruwatan/perawatan” tahunan kepada gunung 
berapi, tradisi abad-lama (Triyoga, 1991). 
Keberadaan rumah Mbah Marijan selaku Juru 
Kunci Gunung Merapi di Dusun Kinahrejo 
menjelaskan penolakan untuk mengevakuasi 
penduduk dusun tersebut sebelum letusan pada 
tahun 2006, meskipun pihak yang memegang 
otoritas telah memerintahkan untuk dievakuasi. 
Orang-orang yang hidup dekat dengan wilayah 
Kinahrejo memiliki kepercayaan yang kuat pada 
kemampuan atau kesaktian sang Juru Kunci 
sehingga merasa dilindungi, sedangkan orang-
orang yang tinggal jauh dari Kinahrejo memiliki 
tingkat kepercayaan yang semakin kurang 
terhadap kesaktian sang Juru Kunci. 

Kontestasi pengetahuan lokal dan 
modern tentang Merapi dapat dilacak melalui 
interaksi agen-agen penting yang terlibat dalam 
memberikan wacana tentang Merapi dan 
aktivitasnya dalam fase erupsi. Sepanjang 
peristiwa Erupsi Merapi 2006 dan 2010 beberapa 
aktor penting yang sering terlibat dalam 
kontestasi wacana Gunung Merapi, secara umum 
dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu 
kelompok yang membangun wacana berdasarkan 
pengetahuan lokal dan kelompok yang membangun 
wacana berdasarkan ilmu pengetahuan modern. 
Aktor penting yang terlibat dalam membangun 
wacana dan tindakan berdasarkan pengetahuan 
lokal, yaitu Mbah Marijan. Mbah Maridjan, Juru 
Kunci Merapi merupakan salah satu orang yang 
tetap bersikukuh tinggal di rumah, meskipun 

                                                           
1Juru Kunci adalah pemegang kunci dari 

gunung berapi, yang bertugas untuk berkomunikasi 
dengan roh-roh yang menjaga gunung dan melakukan 
ritual untuk meruwat gunung berapi. 

rumahnya Dusun Kinahrejo hanya berjarak lima 
kilometer dari puncak Merapi.  
 
Respon terhadap Bencana 

Para ahli sosiologi seringkali melakukan 
kajian bencana dengan memadukan antara teori 
dan kerangka metodologi reflektif dengan 
disiplin ilmu lain dalam karya mereka. Karya 
manajemen kedaruratan yang ditulis Drabek and 
Hoetmer (1991) menunjukkan percampuran 
konsep, simpulan, dan analisis dari sosiologi, 
administrasi publik, dan berbagai disiplin ilmu 
lain. Beberapa keterkaitan literatur dalam respon 
terhadap bencana terbagi dalam tahapan berikut.  

Tahap Respon, tema utama dalam 
analisis respon bencana adalah konsep 
“emergence”, seperti, Drabek dan McEntire 
2002, 2003. Quarantelli (1996) menyimpulkan 
konsep kunci dinamika sosial. Mendoça dan 
Wallace (2004) melakukan kombinasi konsep-
konsep tersebut dengan persepektif psikologi 
sosial seperti Weick (1993), berdasarkan 
pengamatan dan wawancara rinci terhadap korban 
bencana. Mereka kemudian mengembangkan 
metodologi tertentu pada jenis data yang 
diperlukan “di mana, kapan, dan bagaimana”, 
meskipun variasi terjadi selama tanggap bencana.  
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Gambar 1. Dinamika Psikologi Sosial dalam Bencana  

 
Sumber: Zunin & Myers dalam DeWolfe (2000) 

 
Tabel 2. Dinamika Psikologis Sosial dalam Bencana  

Fase Pra-Bencana Fase Dampak Fase Bulan Madu Fase Disillusi 
Bencana yang tidak ada 
peringatan akan 
menyebabkan: 
- Merasa rentan, tidak 

berdaya, dan tidak 
aman; 

- Ketakutan tragedi di 
masa depan; dan 

- Merasa hilang kendali 
atau ketidakberdayaan 
melindungi diri sendiri, 
keluarga, dan 
komunitasnya. 

•  Jenis bencana yang 
lambat, ancaman 
rendah dan cepat 
dengan ancaman 
tinggi, bencana yang 
berbahaya mempunyai 
dampak sosial dan 
psikologis yang 
berbeda. 

•  Banyak perilaku 
penyelamatan yang 
heroik muncul dalam 
fase ini. 

•  Orang-orang 
mengalami tingkat 
aktivitas yang tinggi 
tetapi produktivitasnya 
rendah. 

•  Komunitas mulai bergeser 
dari fase bulan madu ke 
kecewaan; 

•  Komunitas dan individu 
mulai menyadari dan 
merasakan keterbatasan 
bantuan bencana yang 
tersedia; 

•  Kelelahan fisik mulai 
meningkat; 

•  Optimisme berganti dengan 
keputusasaan; 

•  Peningkatan kebutuhan 
untuk layanan pokok mulai 
meningkat pada fase ini. 

Bencana dengan 
peringatan akan 
menyebabkan rasa 
bersalah atau 
menyalahkan diri 
sendiri karena gagal 
usahanya untuk 
menghindarkan 
terjadinya bencana 

•  Kerusakan dan 
kehilangan pada 
penopang hidup yang 
penting dan berharga 
akan memberikan 
dampak yang lebih 
berat pada aspek sosial 
dan psikologis; 

•  Penilaian risiko dalam 
keadaan rendah 
berkembang rasa 
altruisme 

•  Rasa kehilangan akan 
semakin terasa dalam fase 
ini; 

•  Berkembang jarak antara 
bantuan dan kebutuhan; 

•  Penyusutan bantuan akan 
membawa pada perasaan 
ditinggalkan; 

 
 •  Reaksi terhadap 

dampak tersebut dapat 
berupa shock sampai 
panik; 

•  Ikatan komunitas 
mulai berkembang, 
karena rasa senasib 
sepenanggungan; 

•  Harapan dan 
optimisme muncul 
bahwa segala sesuatu 
akan kembali normal 
dengan segera;  

•  Ketegangan dan kelelahan 
berkembang; 

•  Sebagian anggota komunitas 
yang sudah berhasil 
melewati fase ini kembali 
pada “kebiasaan seperti 
biasanya” 

 •  Kebingungan/ 
ketidakpercayaan awal 
atas apa yang terjadi 
berlangsung cepat dan 

•  Peluang menyediakan 
layanan konseling 
untuk memperkuat 
identitas, mempunyai 

•  Konflik mulai terjadi di 
antara tetangga mengenai 
jumlah bantuan yang 
diterima 
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Fase Pra-Bencana Fase Dampak Fase Bulan Madu Fase Disillusi 
diikuti dengan fokus 
pada menyelematkan 
diri, anggota keluarga 
dan sesuatu yang 
dianggap penting atau 
berharga lainnya 

pengaruh atas orang 
dan kelompok, dan 
membangun hubungan 
dengan para 
stakeholder. 

Sumber: Dikembangkan dari Zunin & Myers dalam DeWolfe (2000) dan U.S. Department of Health and Human 
Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2000) 

 
Tahap Pemulihan, penilaian dampak 

jangka panjang bencana pada individu dan 
komunitas melibatkan hubungan yang dekat 
antara sosiologi, psikologi, ekonomi, dan disiplin 
ilmu lain. Drabek (2004) memaparkan sejumlah 
studi dengan kerangka teoritis yang digunakan 
pada penderitaan psikis akibat pencemaran 
limpahan minyak Exxon Valdez oil (Arata, et al., 
2000), Bencana Badai Hurricane (Willigen, 
2001), gempa bumi (Siegel, et al., 1999), 
ledakan bom di Oklahoma tahun 1995 (Benight, 
et al., 2000), dan bencana lainnya. Sementara 
perdebatan terjadi terkait alternatif perlakukan 
terapi yang dilakukan (NIMH 2002: 9). Kejadian 
jelas semua dihadapi secara individu merupakan 
kejadian yang dianggap sebagai pengalaman 
buruk. Namun demikian, bagi beberapa orang 

penderitaan kehilangan dan ketakutan terus 
berlanjut meskipun beberapa terapi dilakukan, 
seperti terapi stress kejadian kritis dapat 
dilakukan untuk memulihkan (seperti Mitchell & 
Everly, 2000). Terjadi perubahan ekonomi dan 
demografis mengikuti bencana seperti topan 
(seperti Peacock, et al., 1987). Dampak jangka 
pendek antara lain fenomena sosial terhadap pola 
pernikahan (seperti Cohan & Cole, 2002), perubahan 
pola transportasi (seperti Edwards, et al., 2000) 
dan fenomena sosial lainnya seperti meningkatnya 
ketidakadilan pada etnis tertentu seperti di 
bencana topan Andrew (Morrow & Peacock, 
1997), tanah longsor Wasior, dan sebagainya. 
Kerja sama multidisiplin ilmu di masa 
mendatang diperlukan jika proses dan hasil 
pemulihan bencana dipahami lebih baik lagi.  

 
Tabel 2. Perubahan Sosial Akibat Bencana 

Pola Rutin Muncul Saat Bencana 
Interaksi dengan yang sudah dikenal Interaksi dengan yang belum dikenal 
Tugas dan prosedur yang sudah biasa Tugas dan prosedur yang belum dikenal 

Koordinasi dalam kelompok/ organisasi Koordinasi dalam dan antar-organisasi 

Jalan, telepon, fasilitas lain tersedia Jalan, telepon dan fasilitas lain rusak atau 
 tidak berfungsi optimal 

Frekuensi dan alat komunikasi memadai Frekuensi dan alat komunikasi melebihi kapasitas 
Komunikasi terutama dalam organisasi Berbagi infromasi antar organisasi 

Menggunakan istilah komunikasi yang sudah 
dikenal 

Komunikasi dengan orang-orang yang istilahnya 
berbeda 

Berhubungan dengan media local Berhubungan dengan media, lokal, nasional, dan 
internasional 

Struktur manajemen cukup untuk koordinasi 
sejumlah sumberdaya yang terlibat 

Sumber daya yang tersedia seringkali  
melebihi kapasitas manajemen yang ada 

Sumber: Heide (1989) 

 
Tahap Kesiapsiagaan, penggunaan ilmu 

sosial dalam profesi kepariwisataan yang dilakukan 
Drabek menunjukkan tingkat kerentanan terhadap 
krisis bencana (Drabek, 1994). Difusi dan 
inovasi kesiapsiagaan menghadapi bencana 
merupakan titik temu antara sosiolog dan ahli 
komunikasi (seperti Rogers, 1962). Drabek 
(1991) terdokumentasikan dalam sejarah ilmu 
sosial berkaitan dengan adopsi dan implementasi 
penggunaan teknologi di beberapa lembaga 
penanggulangan bencana, pemasangan peralatan 

teknologi peringatan bencana, pembuatan bangunan 
tahan bencana dan sebagainya. Namun, aspek 
problematis adopsi teknologi ini mendapatkan 
kritik Quarantelli (1997) karena tidak melibatkan 
pengetahuan dan pola perilaku lokal dalam 
menghadapi bencana. Meskipun pengamatannya 
berbeda dengan manfaat teknologi dalam 
perspektif kesiapsiagaan penanggulangan bencana 
disiplin ilmu lain perlu dipertimbangkan 
(Stephenson & Anderson, 1997; Gruntfest & 
Weber, 1998).  
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Tahap Mitigasi, Mileti (1980) melakukan 
formulasi paradigma umum untuk melakukan 
penilaian penyesuaian manusia menghadapi 
risiko terkait dengan perubahan lingkungan yang 
ekstrim. Karya ini dikembangkan tahun 1999 
dengan kerangka kerja “pendekatan mitigasi 
ancaman secara berkelanjutan” (Mileti, 1999: 
31-35). 

 
Kepemimpinan dan Pengendalian Sosial 
dalam Bencana 

Pola interaksi antarmanusia atau kelompok 
yang terbentuk dalam proses perjalanan hidup 
seseorang atau kelompok akan mencapai suatu 
kondisi keseimbangan yang akan dipertahankan 
melalui pengendalian diri atau pengendalian 
sosial. Menurut Berger (1978) pengendalian 
sosial merupakan berbagai cara yang digunakan 
masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang 
membangkang. Roucek (1965) mengemukakan 
bahwa pengendalian sosial adalah suatu istilah 
kolektif yang mengacu pada proses terencana di 
mana individu dianjurkan, dibujuk, ataupun 
dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan 
dan nilai hidup suatu kelompok. Secara umum 
dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mewujudkan 
kondisi seimbang di dalam masyarakat disebut 
pengendalian sosial.  

Dalam situasi normal/rutin, individu 
biasa bersikap tidak melawan (kompromi) dengan 
berbagai pertimbangan mengikuti pola yang 
sudah ditetapkan. Namun, tidak sedikit juga di 
antara mereka yang melawan (tidak mengikuti) 
pola yang sudah ditentukan dengan berbagai 
bentuk yang dalam sosiologi disebut penyimpangan 
atau deviance. Orang atau kelompok yang 
masuk kategori penyimpang akan dikendalikan. 
Dalam suatu kajian yang mengakibatkan 
perubahan yang cepat seperti bencana yang 
mengakibatkan krisis, yang ditandai situasi 
sebagai berikut. 

 Situasi yang tidak diharapkan  
 Keputusan mendesak diperlukan  
 Waktunya pendek  
 Identifikasi ancaman tertentu  
 Mendesak adanya informasi  
 Merasa kehilangan kendali  
 Tekanan sepanjang waktu  
 Kegiatan/kebiasaan rutin semakin sulit 

dilakukan  
 Berkembangnya menyalahkan pihak tertentu 

sebagai biang keladi  

 Munculnya kepentingan pihak luar yang 
tidak ada sebelumnya  

 Komunikasi semakin sulit dikendalikan  

Situasi yang demikian akan dapat 
melunturkan pola perilaku yang normal/rutin 
dan memicu perilaku yang tidak terkendali, 
sering disebut perilaku kolektif serta dapat 
mengakibatkan tingkat kerusakan yang lebih 
besar. Dengan demikian, diperlukan pengendalian 
dalam situasi krisis yang dilakukan oleh aktor 
yang mampu mengendalikan dirinya, sehingga 
dapat mengendalikan orang atau kelompok lain 
baik secara vertikal maupun horisontal. Kesamaan 
(egalitarian) horisontal struktur kekuasaan dalam 
krisis mendorong terjadinya: 

(1) Tantangan dalam pengendalian sosial  
(2) Penolakan dominasi  
(3) Pilihan atas bukti-bukti yang nyata (teladan) 
(4) Tidak berpegang pada otoritas 
(5) Menolak adanya pemaksaan 

Inti dari pengorganisasian horisontal 
adalah interaksi yang didasarkan pada kebebasan 
dan tanggung jawab yang sama tanpa adanya 
elemen kendali, perintah, dan dominasi dari luar. 
Jack Zwemer (1991) menyatakan dalam keberadaan 
manusia yang sesungguhnya, kendali pilihan dan 
perilaku harusnya tidak berasal dari luar karena 
kendali eksternal tidak efektif merusak fungsi 
penting manusia sebagai entitas yang bertanggung 
jawab secara pribadi.  

Dalam situasi normal kesamaan tanggung 
jawab pribadi ini diambil atau dialihkan kepada 
orang lain atau struktur tertentu dalam 
pembagian peran, yang seringkali dilakukan 
secara berjenjang ke atas (vertikal). David Kipnis 
(1981) menyimpulkan ketika orang diberi 
peluang untuk mengendalikan yang lain–karena 
membangun mekanisme pengendalian dalam 
struktur vertikal–mereka cenderung mengesahkan 
legitimisasi peran dan fungsi mereka sebagai 
superior dan menjaganya sebagai pemegang 
kekuasaan. Dengan demikian, dalam situasi 
bencana terjadi dinamika struktur dan kekuasaan 
kepemimpinan dari struktur dan kepemimpinan 
vertikal berubah menjadi kepemimpinan horisontal. 
Setelah situasi krisis terlewati, struktur dan 
kepemimpinan horisontal ini berubah kembali 
menjadi vertikal. Dalam situasi demikian pemimpin 
yang mengelola situasi bencana dituntut mampu 
menjalankan kepemimpinan vertikal dan horisontal 
secara bergantian, berdasarkan situasi dan 
perkembangan krisis yang terjadi.  
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Rekomendasi Pengelolaan Bencana 
Perspektif Sosiologi 

Dari berbagai analisis kejadian bencana, 
ahli sosiologi memberikan usulan dalam pengelolaan 
bencana, seperti yang dikemukakan oleh Drabek 
dan Hoetmer (1991). Beberapa prinsip dan 
rekomendasi penting yang diberikan antara lain:  

•  Dalam semua kejadian bencana, penting 
untuk memahami bagaimana pola pengetahuan 
individu atau masyarakat terhadap suatu 
ancaman bencana dan bagaimana pola 
mereka dalam menghadapi ancaman tersebut 
(Drabek and Hoetmer, 1991).  

 Kegiatan perencanaan dan kesiapsiagaan 
bencana merupakan proses belajar yang 
berkelanjutan, bukan tujuan yang ada 
akhirnya (Dynes, et al., 1972).  

 Perspektif sosiologis bukan hanya sekedar 
pengetahuan, tetapi seharusnya menjadi 
panduan dalam menyusun kegiatan program, 
prioritas, dan strategi implementasi pengelolaan 
berncana yang berkelanjutan (Quarantelli 
and Dynes, 1972).  

 Jika strategi pengelolaan bencana diperlukan 
menjadi acuan dalam tanggapan perilaku 
manusia atau kelompok dalam menghadapi 
bencana secara efektif, harusnya dikembangkan 
dan diterapkan menjadi bagian hidup 
manusia atau kelompok sehari-hari (Dynes 
and Drabek, 1994).  

 Pengelolaan tanggap darurat memerlukan 
implementasi model teoritis yang didasarkan 
pada sumber daya lokal jika dibandingkan 
dengan didasarkan keputusan otoritas setempat 
(Dynes, 1994; Neal and Phillips, 1995; Drabek, 
2003).  

Menurut Sylves (2004) manajemen 
kedaruratan bertujuan untuk mengembangkan 
teori baru atau melakukan adaptasi teori 
sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang 
dapat dikelola sehingga setiap orang dapat 
memilih untuk belajar dari kejadian tersebut. 
Rekomendasi dasar ini seperti yang lainnya 
mulai diterapkan dalam lembaga pengelolaan 
bencana baik dalam tingkat daerah maupun 
nasional dan terkait dengan unit pemerintah 
lainnya lebih sering jika dibandingkan dalam 
periode sebelumnya yang lebih cenderung 
birokratis dan kaku. Beberapa studi menunjukkan 
kecepatan tanggap lembaga yang semakin meningkat 
menghadapi perubahan karena kejadian bencana 
seperti Brian Sharkey (2004). Beberapa langkah 
yang dilakukan antara lain:  

 Mengembangkan rencana berdasarkan masukan 
semua pihak terkait yang terlibat, orang-
orang yang bertanggung jawab untuk 
menjalankan rencana, sehingga mereka dapat 
terlibat dan ikut memiliki. 

 Melibatkan lembaga penanggulangan bencana 
lokal dalam pengembangan rencana bersama 
dengan masyarakat yang terkena bencana 
untuk memadukan rencana dan tindakan.  

 Mengembangkan perencanaan bukan sebagai 
produk akhir, dibuat secara aktif sesuai 
lingkungan kerja, dan tidak bersifat kaku.   

Tentu saja kerentanan dan risiko akan 
meningkat lajunya melebihi peningkatan seluruh 
kapasitas yang ada baik dalam aspek sosial, 
demografis, teknologi, dan faktor politik dan 
sebagainya. Namun, melalui aplikasi temuan 
studi sosiologis dalam pengelolaan bencana di 
masyarakat yang mengalami peningkatan risiko 
akan dapat menghasilkan pengelolaan situasi 
yang diharapkan lebih baik. 

 
Penutup 

Kajian tentang bencana dalam dekade 
terakhir menunjukkan perubahan orientasi yang 
pada awalnya lebih banyak membahas aspek-
aspek teknis tentang kejadian yang memicu 
bencana dan penanganan korban bencana 
menjadi pendekatan yang menekankan pada 
pendekatan kemanusiaan dan kemasyarakatan 
yang mendorong terjadinya pengelolaan bencana 
dilakukan sesuai dengan kehidupan sosio- 
ekonomi masyakat lokal yang rawan dan terkena 
dampak bencana secara berkelanjutan. Dalam 
perspektif sosiologis bencana seringkali dipahami 
berdasarkan persepsi manusia atau masyarakat, 
dan atas apa mereka rasakan terkait pengalaman 
emosional atas kejadian-kejadian yang dapat 
mengancam kelangsungan hidup mereka. 
Bencana merupakan salah satu bagian definisi 
yang disusun dalam suatu konteks social budaya 
tertentu. Setiap manusia atau kelompok 
masyarakat mempunyai pengetahuan dan cara 
untuk menghadapi lingkungan demi kelangsungan 
hidupnya. Pengetahuan dan cara ini dikenal 
sebagai “wisdom to cope with the local events” 
atau sering disebut dengan istilah “local 
wisdom” Seluruh pengetahuan bersifat dinamis, 
terus berubah, berkembang dan beradaptasi karena 
respon masyarakat pada perubahan lingkungannya. 
Selama bertahun-tahun masyarakat lokal telah 
memberikan tanggapan pada lingkungan mereka 
dan menyesuaikan pada perubahan, menggunakan 
baik ilmu pengetahuan modern maupun pengetahuan 
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lokal (Agrawal 1995). Interaksi antara 
peengetahuan modern dan pengetahuan lokal 
bukanlah sesuatu yang baru. Namun demikian 
dalam banyak kejadian interaksi ini memperburuk 
kerentanan komunitas lokal menghadapi ancaman 
lingkungan dan pertimbangan yang tidak memadai 
untuk mengintegrasikan antara pengetahuan 
modern dan pengetahuan lokal secara efektif 
dalam pengurangan risiko bencana. 

Pengelolaan bencana menunjukkan 
percampuran konsep, simpulan, dan analisis dari 
sosiologi, administrasi publik, dan berbagai 
disiplin ilmu lain. Dalam semua kejadian 
bencana merupakan hal yang penting memahami 
bagaimana pola pengetahuan individu atau 
masyarakat terhadap suatu ancaman bencana dan 
bagaimana pola mereka dalam menghadapi 
ancaman tersebut. Kegiatan perencanaan dan 
kesiapsiagaan bencana merupakan proses belajar 
yang berkelanjutan, bukan tujuan yang ada 
akhirnya. Perspektif sosiologis bukan hanya 
sekedar pengetahuan, namun seharusnya menjadi 
panduan dalam menyusun kegiatan program, 
prioritas, dan strategi implementasi pengelolaan 
berncana yang berkelanjutan. Strategi pengelolaan 
bencana diperlukan menjadi acuan dalam 
tanggapan perilaku manusia atau kelompok 
dalam menghadapi bencana secara efektif, 
harusnya dikembangkan dan diterapkan menjadi 
bagian hidup manusia atau kelompok sehari-
hari. 
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